Menimbang

WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bengkulu bersama Walikota Bengkulu telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur
Bengkulu Nomor: T.403.BPKD Tahun 2020 tentang Hasil
Evaluasi  Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Bengkulu
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2021;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5255);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-2019) Sebagai Bencana Nasional;



29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 (Lembaran
Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2010 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dalam Kota
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011
Nomor 05);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011
Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011
Nomor 07);



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2011 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu
Tahun 2012 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2012
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 06);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 tahun 2012
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012
Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2012
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2012
tentang Retribsusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 10);



56.

57.

58.

59.

60.

ol.

62.

63.

64.
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Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012
Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/
Villa (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake (Lembaran
Daerah kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake (Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun
2016 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2017
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017
Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2017
tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017
Nomor 09);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penyertaan Modal untuk Pendirian Perseroan
Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fadhilah
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017
Nomor 10);



65.

06.
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Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 (Lembaran
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2020
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota
Bengkulu ke Dalam Modal Saham PT. Bank Bengkulu
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan
WALIKOTA BENGKULU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp.1.176.379.482.209
2. Belanja Rp.1.116.379.482.209
Surplus/(Defisit) Rp. 60.000.000.000
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 22.000.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 82.000.000.000
Pembiayaan Netto Rp. (60.000.000.000)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

a.
b.
c.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 208.765.681.727

Pendapatan Transfer Rp. 921.001.410.232
Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah sejumlah Rp. 46.612.390.250

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
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a. Pajak Daerah Sejumlah Rp.125.441.000.000

Retribusi Daerah sejumlah Rp. 21.224.800.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp. 5.554.125.327
d. Lain-lain PAD yang sah sejumlah Rp. 56.545.756.400

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
sejumlah Rp.866.676.853.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Sejumlah Rp. 54.324.557.232

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan:

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-

undangan

sejumlah Rp. 46.612.390.250

Pasal 3

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

b
c.
d
(1)

(2)

(3)

Belanja Operasisejumlah Rp. 974.290.004.142

Belanja Modal sejumlah Rp. 141.053.478.067

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000

Belanja Transfer Sejumlah Rp. 36.000.000
Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.22.000.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.82.000.000.000

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya

(SILPA) sejumlah Rp.22.000.000.000

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan :
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a. Penyertaan Modal (investasi)

Pemerintah Daerah sejumlah Rp.14.000.000.000

b. Pembayaran Pokok Utang

sejumlah

Rp.68.000.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

10. Lampiran X

Ringkasan APBDyang Diklafifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklafifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
RincianPerubahan APBD menurut

PemerintahanDaerah,Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan
beserta Kelurahan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan  Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Peraturan Daerah tentang APBD;
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per

Jabatan;
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11. Lampiran XI = Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi
years).

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman

Pasal 6

Walikota Bengkulu menetapkan Peraturan Walikota tentang
PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
BUJANG HR

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ....10.......

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU
(10/80/2020).



